BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DANA

Menimbang

a.

CADANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka mendukung pembangunan
gedung kantor sekretariat daerah dan pengadaan
lahan pembangunan jalan lingkar timur perlu
didukung dana yang memadai;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat
membentuk dana cadangan guna mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu)
tahun anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana
Cadangan Daerah;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
172);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 262);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 235);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 235), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan
dalam rangka menyediakan dana guna
membiayai pembangunan yang strategis dan
berskala besar yang kebutuhan dananya tidak
dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk Pembangunan Gedung
Budi Sasono, Pembangunan Gedung Kantor
Sekretariat Daerah dan Pengadaan Lahan
Pembangunan Jalan Lingkar Timur.

2. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan
diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 1
(satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(3)

(32)

(4)

Pasal 3

Program yang akan dibiayai dari dana cadangan
adalah:

a. program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur; dan

b. program pengadaan lahan untuk
pemerintah.
Dihapus.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dijabarkan untuk kegiatan
pembangunan gedung kantor.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dijabarkan untuk kegiatan pengadaan
lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Rincian kegiatan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.



Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 4

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ditetapkan sebesar
Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh
lima miliar rupiah).

Besaran Dana Cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara
bertahap selama 2 (dua) tahun anggaran
dengan perincian sebagai berikut:

a. perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah); dan

b. perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua
puluh lima miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan pada
Tahun 2019 dan Tahun 2020 sesuai dengan
tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah
secara bertahap:

a. Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh
lima miliar rupiah) terdiri dari

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah) untuk mendukung Pembangunan
Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan
Lingkar Timur; dan

b. Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) untuk mendukung Pembangunan
Gedung Budi Sasono.

Apabila pemindahbukuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b sudah
dilakukan, tetapi program dan kegiatan belum
dapat dilaksanakan maka kegiatan dimaksud
dianggarkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 September 2018 WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (12/2018)



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN DAERAH

UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak
dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pemerintah Daerah telah membentuk dana cadangan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dana Cadangan. Namun dikarenakan
masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
yang membutuhkan dukungan dana yang memadai dan tidak dapat
terpenuhi dengan dana cadangan tersebut, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana
Cadangan Daerah diubah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Angka 1
Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 272



